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Nomor
Sifat

: 040%/PM.00.02/K.SN-04/10/2023 2 Oktober 2023
: Penting

Lampiran - 1 Lembar

Hal

: Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Bulukumba (terlampir)

di-

Tempat

A. Da
1.

10.

1.

B. Da

sar Hukum

Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 94  Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara,
Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/111/2019, Nomor: NK/5/TNV/III/2019, Nomor:
B/32/111/2019, Nomor: 1/MoU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.

Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi,
Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor :
800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 202, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor :
1447 1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas
Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

lam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta

menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses
Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Peraturan mengenai tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
pada Pemilu Tahun 2024 :

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
Pasal 101 : (a) Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan
penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
1) pelanggaran Pemilu; dan
2) sengketa proses Pemilu;
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(d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
berbunyi:

(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

2. Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024:
a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak

berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

3. Peraturan mengenai larangan & hukuman ASN melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:

1) Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 280 :

Ayat (2) menyatakan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye
Pemilu dilarang mengikutsertakan : huruf f. Aparatur Sipil Negara”;

Selanjutnya Ayat (3) menyatakan “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu’.

Pasal 282 :

“Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri,
serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye”.

Pasal 283 :

(1) Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri
serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa Kampanye;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba
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Pasal 306 :

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan
Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

2) Pasal 5 huruf (n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut

PNS;

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Tanda Penduduk.

oA W

>

3) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
¢. Hukuman Disiplin berat.

2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
9 (sembilan) bulan; atau

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
12 (dua belas) bulan.

4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

3
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4. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN pada
Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang
dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.

5. Bahwa pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diuraiakan di atas, dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, menyatakan “Setiap aparatur
sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia , kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan Permusyarawatan
desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

6. Sehubungan dengan berjalannya tahapan pemilu dan sebagai upaya pencegahan
pelanggaran pemilu serta dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun
2024, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau Kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Bulukumba sebagaimana terlampir untuk
memastikan :

a) Pegawai ASN di Jajaran SKPD yang Bapak/lbu pimpin agar menjaga integritas dan
profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis
yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan
tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

b) Pegawai ASN di Jajaran SKPD yang Bapak/lbu pimpin agar mematuhi dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN pada Pemilihan
Umum.

c) Melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Pengawas
Pemilihan Umum.

d) Kepada Kepala SKPD sebagaimana terlampir agar dapat menindaklanjuti imbauan
ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan,
pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait
netralitas ASN pada Pemilihan Umum.

Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar
2. Bupati Bulukumba di Bulukumba

3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba
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Lampiran Surat

Nomor - 9463 /PM.00.02/K.SN-04/10/2023
Sifat : Penting
Tanggal : 2 Oktober 2023

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BULUKUMBA

No Daftar SKPD

1 | Sekretariat Daerah;

2 | Sekretariat DPRD;

3 | Inspektorat Daerah;

4 | Dinas Pendidikan dan kebudayaan;

5 | Dinas Kesehatan;

6 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

8 | Dinas Sosial;

9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

12 | Dinas Perikanan;

13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

14 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

16 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

20 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

21 | Dinas Perhubungan;

22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
23 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;

24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah

27 | RSUD H. A. Sultan Dg. Raja
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